
LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  

TAHUN ANGGARAN 2023  

BULAN JANUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  

 

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR 

 A. Waktu Penyelenggaraan Rakor 

  Jumat, 10 Februari 2023  

 B. Pimpinan Rakor 

  Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah 

 C. Peserta Rakor 

  

1. Sekretaris 

2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III 
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional 
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji 
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu 
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja 

 D. Notulis 

  Sub Bagian Program 

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 

 A. Realisasi sampai dengan bulan ini 

  a. Fisik = 5,73 % 

  b. Keuangan = 1.046.810.213 (4,48%) 

 B. Kegiatan yang berdeviasi fisik  

  

No Nama Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 

Target 

Fisik 
(%) 

Realisasi Deviasi 

Fisik 
(%) 

Ket Fisik 
(%) 

Keuangan 
(Rp) 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

576.000.000   26.606.852   

1 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya Air 

dan Listrik 

576.000.000 8,33 0 26.606.852 (8,33)  

 



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

143.400.000   5.000.000   

1 

Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas 
Operasional 

143.400.000 3,49 0 5.000.000 (3,49)  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

42.800.000   0   

1 
Konsultasi dan 

koordinasi 
42.800.000 7 0 0 (7) 

Perjalanan 

dinas luar kota 
menyesuaikan 

dengan 
undangan 

kegiatan. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang 

memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan 

Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban 
Kekerasan Kewenangan 

Provinsi 

108.750.000   0   

1 

Penyediaan 

Layanan Rujukan 
Lanjutan bagi 

Perempuan 

Korban Kekerasan 
yang memerlukan 

Koordinasi 
Tingkat Daerah 

Provinsi dan 

Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

108.750.000 7,79 0 0 (7,79) 

Dana DAK 

belum dapat 
digunakan pada 

bulan Januari 
2023. 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak 
Anak Kewenangan Provinsi 

Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan Keluarga 

untuk Mewujudkan KG 

66.560.000   0   



dan Perlindungan Anak 

Kewenangan Provinsi dan 

Lintas Kabupaten/Kota 

1 
Sosialisasi TPK2D 
Kabupaten/Kota 

66.560.000 3 0 0 (3) 
Ketidaksesuaian 

usulan SPP 

Jumlah SSK dengan 
Deviasi Fisik Negatid s/d 

Bulan ini : 

5 0 0    

Jumlah SSK dengan 
Anggaran yang di 0 kan : 

0 0 0    

 

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA  

 Permasalahan  

 

Terdapat kegiatan yang mengalami deviasi negatif yaitu : 

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat 1 SSKyang mengalami 

deviasi negatif yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan terdapat 1 SSKyang mengalami deviasi negatif yaitu Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas Operasional. 
3. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat 1 SSK yang 

mengalami deviasi negatif yaitu Konsultasi dan koordinasi. 
4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi 

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif 

yaitu Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan 
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

5. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan 
Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi 

negatif yaitu Sosialisasi TPK2D Kabupaten/Kota 

6. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja  terdapat 1 SSK yang 
mengalami deviasi negatif yaitu Honorarium Tenaga Teknis Non ASN 

 

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN  

 -  

V. PENUTUP  

 

Stressing Pengendalian : 

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan 

memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya; 
2. Apabila  target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk 

menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas; 
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar 

memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub 

kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan; 
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan 

manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara 

optimal; 

 



5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena 
sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD; 

6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan 

(target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu 
strategis lainnya; 

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah 

di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Januari 2023, untuk menjadikan periksa. 

 

 Semarang, Jumat, 10 Februari 2023  

 

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA 

  

 Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM 

 NIP. 196811241993102001 

 


